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PENETAPAN
Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Ab

’/@g‘&&‘i B /,./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

Pemohon |, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 01 Januari 1985, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku,

Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon |

Pemohon Il tempat dan tanggal lahir Kailolo, 16 April 1987, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kailolo
Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sebagai
Pemohon Il;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober
2020 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor
436/Pdt.P/2020/PA.Abdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan di
Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten
Maluku Tengah, pada tanggal 12 November 2010 secara syariat Islam;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah Lahir 2 ( dua)
Orang Anak masing-masing bernama :

a. Xxxxxxxx, Laki-Laki, Umur 8 Tahun
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b. xxxxxxxxxx Laki-Laki, Umur 7 Tahun

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Bapak
XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Penghulu Masijid di Kailolo dan yang menjadi Wali
Nikah adalah xxxxxxx (ayah kandung) dengan Pemohon Il bernama xxxxxxx
dengan Mas Kawin berupa Rp. 5.000.000 dibayar tunai;

4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah dua
orang yang adil, masing-masing bernama Khatib Amin Marasabessy dan
Khatib Hi. Ahmad Tuanany ;

5. Bahwa status Pemohon | sewaktu menikah dengan Pemohon Il adalah
Bujang, sedangkan Pemohon Il berstatus Bujang;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat hubungan mahram
yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il dan
selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai
sekarang;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini
untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya
dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon | dan Pemohon Il hendak
mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon || mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan
Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk menetapkan penetapan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang di
laksanakan di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku,
Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 12 November 2010 secara syariat
Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:
Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi
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dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak datang
menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan
oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus

dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;
MENETAPKAN:
1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah
Rp.96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan
pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal
5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Arafah Jalil, S.H.,M.H.
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dahniar Ahmad,
S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,
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Drs. H. Muh. Arafah Jalil, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dahniar Ahmad, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp --
PNBP panggilan pertama Pemohon | dan Pemohon I Rp ---
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 96.000,00
( sembilan puluh enam ribu rupiah )
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